
KOMISI PEMIUHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAE}UPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

/HK.o4-Kpt/7rO9 lKablvrl2O2L
TENTANG

PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL TATA KELOI,q. LAMAN JARINGAN

DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILII{AN UMUM

KAE}UPATEN KEPUI,Iq,UAN SIAU TAGUI/TNDANG BIARO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAEIUPATEN KEPULAUAN STAU TAGULANDANG BIARO,

Menimbang

Mengingat

Republik...

a. bahwa informasi hukum dan dokumentasi yang

dilingkungan di Komisi Petnilihan Umum Kabupaten

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro perlu dikelola dalam

suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang

terpadu dan terintegrasi:

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemiliha;r Umum

Nomor 533/HK.04-KptlOSII<PU/XIl2O2O tentang

Pedoman Tekrris Pengelolaan Dokumentasi Dan

Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, ditegaskan bahwa

prosedur standar operasional pengunggahan produk

hukum pada laman JDIH wajib disusun dengan tujuan

menyederhanakan, memudahkan, menyeragamkan dan

meningkatkan kerja sama antara pimpinan, staf dan

unsur pelaksana kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimati5gd pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Petnilihem Umum Kabupaten

Kepulauan Siau Tagu.landang Biaro tentang Penetapan

Prosedur Standar Operasional Tata Kelola l,aman

Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau

Tagulandang Biaro;

1. Undang-Undang Nomor L4 Tahun 2OO8 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara

NoMOR8: 
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Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-undang Nomor I Tahun 20 15 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor

I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-undang (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 23, Tambahan

Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah teraktrir dengan

dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 202O tentang Perubahan Ketiga

terhadap Undang-undang Nomor I Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi

Undang-undang (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahua 2O20 Nomor 134);

Undang-Undang7 Tahrrrr 2Ol7 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7

Nomor 182, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun

2Ol2 terftang Jaringan Dokumentasi dan Inforrnasi

Hukum Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 82);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor O8 Tahun 2019 tentang

Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum

(Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

6e2l;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2O15

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Pubhk di

Lingkungan KPU (Berita Negera Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 456);

Peraturan Komisi Pemitihan Umum Nomor 17 Tahun

2O15 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemi.lihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi

Independen Pemifihan Aceh Dan Ksmisi psrnilihan

Umum/Komisi Independen Petniliha:r Kabupaten / Kota
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Menetapkan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

1911);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2O19

Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor 2l Tahun 2O20

tentang Perubahaa Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, dal Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dal komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O20 Nomor 1763);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Ke{a Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236);

lO. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 134/KpIs/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan

Umum;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 533/HK.04-Kpt/03/I<PU/XI/2O2O tentang

Pedoman Tekrris Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi

Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Petnilihem Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG

PENBTAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL TATA

KELOLA LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI

HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN

SIAU TAGUL{NDANG BIARO

KESATU...
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KESATU

KEDUA

KRTIGA

Menetapkan Prosedur Standar Operasional Tata Kelola l"aman

Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Menetapkan Standar Operasional Prosedur terdiri atas:

A. Penjelasan Singkat Penggunaan PSO/SOP

B. Identitas

C. Deskripsi Prosedur Tata Kelola JDIH

D. Mekanisme Pengelolaan Dokumen Hukum

E. Bagan Alir /Flowchart
P. Pengesahan

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ondong Siau

Pada tanggal l? J:ul:rri 2o2t

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAE}UPATEN KEPUL{UAN SIAU TAGULANDANG BIARO, &

S KAARO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAE}UPATEN KEPUI,AUAN SIAU

TAGUIANDANG BIARO

NoMoR: f 7nx.o+-xp, /7Losl K,lblvt/2o2r
TENTANG PENETAPAN PROSEDUR STANDAR

OPERASIONAL TATA KELOLA LAMAN

JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI

HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPUI,AUAN SIAU

TAGUI,ANDANG BIARO.

PROSEDTTR STANDAR OPERASTONAL (Ptlol /
S?ATVDARD OPDRASTT{AL PROCETTURE (SOPI

KOMISI PEIIILIHAIT IIMTIM KABUPATEN KEPT'LIIUAN SIAU

Tentaag:
TATA XEIOLA LIIUAIT JARIITGAIT DOXI'IIEITTASI INT1ORMASI

HI'I(IIM KOUISI PEMILIIIAIT INfiIl[ KABI'PATEN KEPTILAUAN
SIAU TAGT'LAIYDANG BIARO

KOMISI PEMILIHAN IIMIIM

KABUPATTN KTPULAUAN SIAU TAGIILN{DAIIG BIARO

TNIIIN 2021
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DAF"IAR ISI

Halaman Judul

Daftar Isi

a. PEIUELASAN SIITGKAT PEN(X}I,NAAN PSO/SOP.....

1. Latar Belakang

2. Matsud dan TuJuaa

3. RuangLiagkup

4, Riagkaeaa Prosedur

B. IDENTITAS

C. DESKRIPSI PROSEDUR TATA KELOLA JDIH

D. MEKANISME PEITGELOLAAN DOKT'MEN HUKUM

E. BAGAII ALIR IDINWCHART

F. PENGESAIIAN

Format Lembar Disposisi Khusus Tata Kelola JDIH

Format Konfirmasi Verilikasi dan Persetujuan Pengunggahan

I
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A. PENJELASAN SINGI(AT PEI{GGI'NAAN PSO/SOP

1. Latar Belakang

Standar Operasional Prosedur (SOP)/Prosedur Operasional Standar (PSO)

Tata Kelola Laman Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro disusun

dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan terhadap mekanisme untuk memperlancar

pelaksanaan tugas pengelolaan laman Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

(JDIH) KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Prosedur dan tanggung

jawab yang jelas sangat dibutuhkan untuk kelancaran pekerjaan. Kejelasan

prosedur tersebut, mengacu pada pengaturan terkait kewajiban yang harus

dilaksanakan dalam tahap-tahap pelaksanaan tanggung jawab dimaksud.

PSO/SOP irri disusun dengan mengacu kepada;

a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahrun 2Ol2 Nomor 82);

b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan

Informasi Hukum (Berita Negera Republik Indonesia Nomor 218 Tahun 2013);

c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor I Tahun 2O15 tentang Pengelolaan

dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemithan Umum;

d. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU

Provinsi/KlP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota;

e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2O19 Tentang Tata Ke{a

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

2lTahun2O2O;

f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 202O

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1236);

g. Keputusan Komisi Pernilihan Umum Republik lndonesia Nomor

134/Kpts/KPU/TAHUN 2O16 tarrggal 28 Olrtober 2016 tentang Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihal Umum;

h. Keputusan KPU Nomor: 929lHK.O3.1-Kpt/O4lKPUlVl2ol9 tentang Kode

Klasifkasi Arsip Dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum

3



Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pernilihan

Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Keputusan KPU Nomor 533/HK.04-Kp|/O3/WU lXll2O2O tentang Pedoman

Teknis Pengelolaaa Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihaa Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/ Kota.

2. MaksuddanTujuan
PSO/SOP Tata Kelola laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

(JDIH) ini disusun dengan maksud memberikan petunjuk standar tentang

mekanisme darr prosedur pengelolaan JDIH di lingkungan KPU Kabupaten

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Berdasarkan maksud sebagaimana dimaksud, PSO/SOP ini bertujuan

untuk
a. Menyederhanakan, memudahkan, dan mempercepat penyampaian petunjuk;

b. Memudahkan pekerjaan;

c. Memperlancar dan menyeragamkan pelaksanaan kegiatan; dan

d. Meningkatkan kerja sama antara pimpinan, staf, dan unsur pelaksanan.

3. RuangLlngkup
Ruang lingkup SOP/PSO ini adalah :

a. Verifikasi dan persetujuan unggah /uplool
b. Penyusunan Abstrak dan Berita

c. Pengunggah aa/Uploa.ding Naskah Dinas Produk Hukum dan artikel bidang

hukum

4. IUngLasan Prosedur

a. Penyiapan Salinan produk hukum/naskah dinas lainnya/ artikel yang akan di

unggahlupload;

b. Verifkasi kebenaran dan kelayakan dokumen dan persetujuan penayangan;

c. PenJrusunan abstraksi dan berita; dan

d. Pengunggah aa (uploadingl

I
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B.IDENTITAS

NOMOR I ,tK,.o4-Id;pt | 7 tOg I ttg5 lvu 2O2L

Juni 2O21TAI{CTGAL
PENGESAHAN:

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KAE}UPATEN
KEPULAUAN SI,AU

TAGUI,ANDANG BIARO

STEVANUS KAARO

DISAEXAN
OLETI:

PSO/SOP TATA I(EIDL/T JDIH
KPU KAB. XEP. SIAU

TAGI'LITND/ING BIARO

NAMA
PSO/SOP

KOMISI PEMILIHAN T'UU}I
I(ABI'PATEN I(TPT'LAUAI{

SIAU TAGI'LTNDANG BIARO

KUALIFIXASI PELAI(SAT{A:DASAR IIUKIIM:
Penanggung jawab kegiatan dan anggaran
adalah Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan
Siau Tagulandang Siau;
Penanggung jawab operasional adalah Kasubag
Hukum KabuPaten KePulauan Siau
Tagulandang Siau;
Unit Kerja Pengusul adalah sub legian pada
Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Siau yang mengajukan usulan
penl rsunan ranc€rngan Keputusan KPU atau
Keputusan Selrretaris KPU;
Unit Kerja Penyusun adalah sub bagian pada
Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Siau
Tagu.landang Siau yang tugas dan fungsinya di
bidang penyusunan rancangan Keputusan KPU
atau Keputusan Sekretaris KPU;
Unit Kearsipan, adalah sub bagian pada
Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Siau, yang tugas dan fungsinya
menangani ketatausahaan dan kearsipan.

1. Peraturan Presiden RePublik
Indonesia Nomor 33 Tahun 2012
tentang Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum Nasional;

2. Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia RePublik
Indonesia Nomor 02 Tahun 2Ol3
tentang Standarisasi Pengelolaan
Teknis Dokumentasi dan
Informasi Hukum;

3. Keputusan KPU 134/KPts/
KPU/TAHUN 2016 tentang
Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum;

4. Keputusan KPU Nomor
533/HK.o4-Kpt I 03 I KPU I
n l2O2O tentang Pedoman Telrris
Pengelolaan Dokumentasi dan
Informasi Hukum di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum
Kabu Kota.

PERALI\TAN DAI{ PERLENGKAPAN:KEIERXAITAN:
1 Formulir Lembar DisPosisi

JDIH
Formulir Konfirmasi Verifikasi dan Persetduan
Pengunggahan
PClLaptop
Scanner/ Mesin Pemindai
Hnter/Mesfur Pencetak
Koneksi Internet

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Khusus Tata Kelola

Dokumen Kee r Ordner

l. SOP/PSO tentang Informasi
Publik;

2. SOP/PSO tentang
Penyusunan Produk Hukum

PTNCATATAN DAIT PEIIDATAAN:PERINGATAN:
Sub Bagian Hukum dan Sub Bagian Umuml. Apabila PSO/SOP ini tidak

dilaksanakan sebagaimana
mestinya, maka daPat
meng[ambat Proses dan
memberikan damPak hukum

2. Apabila diperlukan revisi
maha PSO/SOP ini daPat
dilakukan revisi
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C. DESKRIPSI PROSEDUR TATA KELOLA JDIH

l. Pembina (Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)

menentukan kebijakan dan rencana pengunggahan /upload produk hukum dan

naskah dinas lainnya ke laman JDIH dalam rapat pleno;

2. Pembina (Sekretaris Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) mengkoordinir

dan memonitor aktivitas pengelolaan JDIH oleh Tim Teknis;

3. Kasubbag Hukum selaku Ketua Tim Teknis menandatangani Salinan produk

hukum sesuai dengan aslinYa:

4. Pemimpin Redaksi dan Wakil Pemimpin Redaksi mengkoordint

penyiapan/pengumpulan produk hukum sesuai dengan produk hukum/naskah

dinas;

5. Staf Redaksi menyiapkan/mengumpulkarr dokumen yang akan diunggah (Hard copy

dan scanning) atau menyiapkan sofi file dalan bentuk Portable Digital Format (PDF)

kemudian menyampaikan dokumen kepada Pemimpin Redaksi/wakil Pemimpin

Redaksi;

6. pemimpin Redaksi dan wakil Pemimpin Redaksi memeriksa kelengkapan dokumen

Lard copg dar, sofi apg kemudian menyerahkan kepada Ketua Tim Teknis;

7. Ketua Tim Teknis membubukan paraf tanda persetujuan untuk diunggahnya

sebuah dokumen, kemudian mendisposisi kepada Pemimpin Redaksi;

g. Pemimpin Redaksi dan/ atau wakil Pemimpin redaksi memerintahkan Admin untuk

mengunggah dokumen;

9. Admin menyiapkan Berita dan Abstrak dari naskah dinas;

to.Admin mengunggah dokumen;

1l.Staf Redaksi mengupdate setiap pengunggahan ke la."an JDIH KPU melalui akun

Sosial Media dan menyiapkan/menata dokumen/ arsip produk hukum'
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D. MEKANISME PENGELOLAAN DOKIIIIIEN I{UKUM

Pengelolaarr Dokumen Hukum berupa Dokumen Keputusan KPU Kabupaten, serta

Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten meliputi penetapan, pengesahan, penyimpanan,

dan publikasi melalui pengunggahan pada laman JDIH.

l Penetapan

a. Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ditandatangani

oleh Ketua Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dengan

menggunalan tinta berwarna biru atau ungu;

b. Keputusan Selrretaris KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang

Biaro, dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu..

2. Pengesahan

a. Pengesahan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum digandakan dan

didistribusikan dengan sah, suatu Produk Hukum telah dicatat dan diteliti

sehingga dapat diumumkan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang

hukum;

b. Keputusan yang diedarkan dan/ atau digandakan adalah salinan sesuai dengan

aslinya dan ditandatangani dengan menggunakan tinta berwarna biru atau

ungu. Keputusan harya boleh beredar jika salinannya telah disahkan oleh

Kepala Sub Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum atau pejabat yang

diberi wewenang untuk mengesahkan, untuk Keputusan KPU dan Keputusan

Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang diberi cap

dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku'

c.KeputusanKPUdanKeputusanSekretarisKPUKabupatenKepulauanSiau
TagulandarrgBiaroyangdiedarkandan/ataudigandakanadalahsalinansesuai

dengan aslinya, yang disusun ketentuan sebagai berikut:

1) Ruang tanda tangan asli dikosongkan dan ditulis "ttd'';

2)TandataIrga!denganmenggunakantintaberwarnabiruatauungudall
disertai cap dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

3) Diberi cap "SALINAN" dengan tinta berwarna hijau pada halaman pertama'

3. Penyimpanan

a. Keputusan KPU yang sifatnya kebijakan yang ditandatangani oleh:

1) Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, merupakan

naskah dinas asli yang disimpan oleh sub bqgian yang tugas dan fungsinya

di bidang hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauarr Siau

Tagulandang Biaro.

2)SekretarisKPUKabupatenKepulauanSiauTagulandangBiaro,merupakan
naskah dinas asli yang disimpan oleh sub bagian yang tugas dan fungsinya

di bidang hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten lKota;
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b. Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang

menetapkan tentang pembentukan kelompok kerja, kepanitiaan, atau tim

disimpan oleh sub bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten yang mengusulkan

Keputusan.

4. Pengunggahan

a. Dokumen Hukum yang wajib diunggah dalan JDIH meliputi:

1) KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang sifatnya kebijakan

yang telah dibuat salinan sesuai dengan aslinya serta telah dita.ndatangani

oleh pejabat yang berwenang; dan

2) Keputusan sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

yangsifatnyakeb|jakanyangtela}rdibuatsalinansesuaidenganaslinya

serta telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang'

b. Keputusan KPU Kabupaten dan sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Siau

TagulandangBiaroyangmenetapkantentangpembentukankelompokkerja,

kepanitiaan, atau tim tidak diunggah pada laman JDIH KPU'

c. Dokumen lainnya yang termasuk dalam dokumen non peraturan perundang-

undangarrdapatdiunggahda|amlarnanJDIHsesuaidengankebutuhandan

akse sibilitas terhadap naskah tersebut'

d. Seluruh dokumen yang diunggah dalam JDIH merupakan dokumen yang telah

benarisimaupunpenulisannya.Apabilaterdapatkesalahanisimaupun
penulisansetelahdiunggahdalatnJDIHhanrsmenerbitkandokumenbaru
dengan nomor berbeda untuk memperbaikinya'

e. Batas waktu penerbitan dokumen baru tersebut adalah 3 x 24 jam. Selama masa

penerbitan, dokumen yang terdapat kesalahan substansi dan/ atau penulisan

dapat dihapus sementara dari JDIH'

f. setelah dokumen hukum yang baru terbit, dokumen semula yang terdapat

kesalahanharusdiunggahkembali,dandiberikanketerangansebagaiinformasi

agar pembaca mengetahui adanya perbaikan'

g. Apabila waktu penerbitan dokumen melebihi batas waktu' dokumen semula

harus diunggah kembali tanpa perubahan apapun'



E. BAGAN ALIRI FtnwcuenT
BAI(' MUTUPELAKAANA

PEMBINA
DI'RAAI
WAKTUI(ELEI{GKAPAT{ADMIIT

JDIH
ATAr.

REDAIGI
PEMRED
/WAruL
PEMRED

XETUA/
SAXIL
TIll

TEXITIA/
I(AAI'BAG
ET'I(I'M

SEXRETARIA
KPU

KOMIBIOIIER
XPU

o.

Berita
Acara
Pleno

1 Hari

Usulan Rencana
pengunggahan
dok JDIH dalam
rencana kerja
bulanan/
mingguan Div
Hukum

MI'LIUPenetapan kebiiakan dan rencana
pengunggahan / uplocd produk hukum
dan naskah dinas lainnya ke laman
JDIH dan memerintahkan Sekretaris
untuk mengkoordinir pelaksanaan
kebljakan

Lembar Disposisi2

Memerintahkan Kasubag
Hukum/Ketua/Wakil Tim Teknis
untuk menyiapkan produk hukum
an akan

Di slsl

Paraf
pada
lembars.d.a3

Mendisposisi perintah upload. kepada
Pemred/Wakil atau Kasubag yang
menguasai dokumen

I Hari

s.d.as.d.a

Mendisposisi pengumpulan /
penyiapan dokumen yang akan
diunggah kepada Staf Redaksi sesuai
bidangrrya dan penyiapan berita dan
abstrak ke Admin JDIH

f dan

Dokume
n untuk
diupload
(soJt
copg/

l. PC/ Laptop
2. Scanner
3. Printer
4. Koneksi

internet

Mengumpulkan/ menyiapkan dokumen
(pd! untuk diunggah dan hard copY
sebagai bahan verifrkasi dan arsip dan
menyerahkan hasil kepada
Pemred/Wapemred

9

OUTPUTTAIIAP KBGIATAN

Il.

kmbar
DisposisiI

n
nT4.

DD5.



I
Lnrd
copvl

6
Men]'usun Abstrak dan Berita singkat
dan menyerahkan kpd Pemred untuk
dikoreksi

PCl l,aptop

1-2
Hari

Konsep
abstark
dan
berita

7

Mengumpulkan dokumen dan abstrak
untuk diverifikasi dan dikoreksi, serta
meminta paraf persetujuan upload kpd
Ketua/Wakil Tim Teknis

<1-

I

Lembar verifikasi
dan persetujuan
pengunggahan
Dokumen JDIH

Abstrak
dan

berita
hasil

verifikasi

8 Paraf persetujuan upload -+ s.d.a
Paraf

persetuj
uan

s
Memberi perintah upload kepada
Admin dan update informasi di media
sosial kepada Staf Redal<si

-'

I

s.d.a

Disposisi
perintah
upload

dan
publikasi
medsos

10 Pengunggahan / Upload dokumen serta
abstrak dan berita r 1. PCll,aptop

2. Koneksi
Intemet

Hasil
Unggaha
nlUploa

d

11.

Update inforrrasi di media sosial,
Mengarsipkan hard copy dalam lemari
arsip dan mencatat datam daftar
informasi publik 4

1. PC/Laptop
2. Koneksi

Internet
3. Dokumen

Ordner

Hasil
Update

Medsos/
Publikasi

10

E
B



D. PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasiona.l ini dibuat untuk dilaksanakan setiap
sub bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.

2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat
dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.

3. Perubahan sebagaimana dimaksud angka 2 tidak berlaku untuk
tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.

4. Prosedur Standar Operasional ini beserta revisinya kemudian, berlaku
sepanjang Tahun 2O21, dan tetap berlaku untuk kegiatan pengelolaan

JDIH di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan
Siau Tagulandang Biaro sepanjang belum ada Prosedur Operasional
Standar yang baru.

5. Prosedur standar operasional ini sah berlaku dan mengikat pada saat

ditandatangani.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SI.AU TAGULANDANG BIARO/

Disahkan di
Pada tanggal

: Ondong Siau
: 11 Juni2O2t

KAAROS

11



FORMAT LEMBAR DISPiOSISI KIIUSUS TATA KELOL/T JDIII

Nota Dinas Perintah Penyiapan dan Pengunggahan

Dokumen ke JDIH KPU Kab. Kep. Sitaro

tang

okumen yang akan diunggah:

Tangqal(Peintolt Konfirma.si. Laporan,
Tuiuaa Dlsposisi

No

Kepadt. Kasubag Hukum selaku Ketua
Tlm Tekals Pengelolah JDIH atau
Kasubag lainnya selaku wakil Ketua Tim
Teknis Pengelolah JDIH

Sekretarls

Isl: Mohon disiapkan dan diunggah
dokumen tsb di atas paling lambat
tanggal ......

1

Kepoda: Kasubag Prodat selaku
Pe rnlapia Re&ksi ataz Kasubag
lainnya selaku wakil Pemimpin Redaksi

Isl.' Mohon disiapkan dan diunggah
dokumen tsb di atas paling lambat
tanggal ... ...

Ketua ftm
Tekats/Wakil
Tlm Teknls

2

Kepada. Staf Redaksl a.n:

Is& Mohon disiapkan dokumen tersebut
di atas datam bentuk soft frle (Pdf) dan
lnrd opg, paling lambat tgl.... Jam...

Kepada: A.l'r.ln JDIH a.n:

Isl.' Mohon disiapkan konsep abstrak
dan berita soft file MS word. dan hard
copy, paling lambat tgf.... Jam...

3 Peared/
Wapemred

Kepada. Pemred/WaPemred

Is* bersama ini dilaporkan dokumen
tersebut di atas dalam bentuk soft file
Pdf. dan hard copy telah disiaPkan
(terlampir)

Staf Redaksl4

Eepada. Pemred/WaPemred

Isl.' bersama ini dilaporkan konsep
abstrak dan berita soft lile MS word. dan
hard copy telah siaP (terlamPir)

5 Adntn JDIH

Catatan:

ika lu diisi oleh Pemre

LEMBAR DISPOSISI KHUSUS TATA I(ELOLA JDIH

ParafJabatan
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FORMAT KONFIRMASI VERIFII(ASI DIIIT PERSETUJUAN PENGI'I{GGAIIAN

o uo
D D

Nama Dokumen yang akan

diunggah;

Tuluaa den IBI Konllrmasi Tanrgal PenfNo
Kepada. Kasubag Hukum selaku Ketua
Tlm Tekats Pengelolah JDIH atau
Kasubag lainnya selaku wakil Ketua Tim
Teknis Pengelolah JDIH

1 Pemred/
Wapemred

Isl: Bersama ini disampaikan dokumen
tsb di atas yang telah saya koreksi
abstrak dan beritanya, dan telah kami
teliti kelengkapan dan kebenaran
dokumen tersebut, Mohon kiranya
diberikan persetujuan untuk segera
diunggah

Xepado. Kasubag Prodat selaku
Pemlmpln Rcdaklt otau Kasubag
lainnya selaku wakil Pemimpin Redaksi

2 Ketue TIE
Teknts/
[Iaktl Tlm
Tetals Is{: Dokumen ini DISETUJUI untuk

diunggah dengan catatan

Bepada. Adnla .IDIH a.n:

Isl; Mohon segera diunggah ke laman
JDIH paling lambat tgf .....1..../........

nwlwrn dllaporlcan

Jam

Kepada. Staf Redakgl a.n:

Islr Mohon setelah dokumen diunggah,
untuk segera dibagikan linknya ke
media sosial JDIH KPU Sitaro tgl
. . . . / . . . . . . I . . . . . . . Jam ... : ....

Helah oer{ntah dllalcsnala n.
molon dllaoorkana

3 Pemred/
[Iapemred

Repada. Pemred/Wapemred
Isl: bersama ini dilaporkan dokumen
tersebut telah diunggah pada tgl
. . . . . / . . . . I . . . . . . . . Jam .... : .... dengan
alamat link:

X,epoda Pemred/Wapemred

Isl: bersama ini dilaporkan berita dan
link tersebut di atas telah di bagikan ke
media sosial JDIH KPU Sitaro
- Faccbook: . . . . . I . . . . I . . . . . . . . Jar:n

- ftdtter: . . . . . / . . . . / . . . . . . . . Jam .... :....

- Inltagram: ..... / .... / ........ Jalrr

5 Staf Redakst

LEUBAR KOTTFIRMASI KORTI(SII, VERIFIKASI DAN PERSEf,UJUIUT
PEITGI'ITGiG/IHAN D(OKIIIIEN JDIH

13

Jabatatr

4 Adnln JDIH




